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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Ketidakpuasan pasien terhadap tindakan dokter dan 

tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian upaya kesehatan, serta 

kegagalan pelaksanaan hak dan kewajiban akan memicu terjadinya 

sengketa medis. Penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan akan 

memberi manfaat bagi kedua pihak yang bersengketa. Penelitian ini ingin 

mengetahui mengapa mediasi merupakan pilihan terbaik dalam 

penyelesaian sengketa medis dan bagaimana implikasi berlakunya 

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

terhadap penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan? 

Metode: Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan yuridis normatif. Untuk mendukung analisa 

data penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen dan wawancara 

mendalam (deep interview).  

Hasil:  Penyelesaian sengketa melalui mediasi akan menghasilkan win-

win solution. Proses mediasi relatif cepat, biaya murah, dan tertutup 

sehingga terjaga kerahasiaannya. Diperlukan adanya itikad baik segenap 

pihak untuk menyelesaikan sengketa. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

membuka harapan penyelesaian sengketa medis tidak hanya dalam 

lingkup pengadilan, namun dapat di mulai sejak di luar pengadilan. Untuk 

mendukung proses penyelesaian sengketa medis secara proporsional di 

luar pengadilan, penegak hukum perlu memiliki keinginan yang kuat agar 

sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Mediator yang kompeten baik 

bersertifikat maupun tidak yang mampu memahami permasalahan, 

menangkap aspirasi kedua belah pihak dan menempatkan pihak pada 

posisi yang seimbang dapat mendorong pihak yang bersengketa memiliki 

jalan pikiran dan keinginan yang sejalan untuk bergerak kearah 

penyelesaian damai. 

Kata kunci: mediasi, sengketa medis, luar pengadilan. 
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ABSTRACT 

 

Background: Patient dissatisfaction against the effort of doctors and other 

health personnel in the delivery of health services, as well as the failure of 

the implementation of rights and obligations will trigger a medical dispute. 

Medical dispute resolution outside the court will benefit both parties in 

dispute. This study aimed to know why mediation is the best choice in 

medical dispute resolution and how the implications of supreme court rule 

number 01 Year 2016 on Mediation Procedures in Trials to medical 

dispute resolution outside the court? 

Methods: The method used in this study is the normative juridical 

methods. To support the data analysis, researchers conducted a 

document study and deep interviews.  

Results: Dispute resolution through mediation will produce a win-win 

solution. The mediation process is relatively quick, low cost, and enclosed 

so kept confidential. It takes a good faith of all parties to resolve the 

dispute. Supreme court rule number 01 Year 2016 led to hopes of medical 

dispute resolution not only within the scope of the court, but can be 

initiated from the outside of the court. To support the medical dispute 

resolution process proportionately out of court, law enforcer needs to have 

a strong desire to resolve dispute favorably. Competent mediator either 

certified or not who are able to understand the problem, capture the 

aspirations of both sides and put the parties in a balanced position could 

encourage the parties to have in line thoughts and desires to move 

towards a peaceful settlement. 

Keywords: mediation, medical disputes, outside the court. 




